
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024), yang
mengatur relaksasi impor, mendapat sorotan berbagai pihak. Menteri Perdagangan
Budi Santoso akhirnya membuka kesempatan merevisi Permendag tersebut.
Tulisan ini membahas dampak positif dan negatif pengaturan impor dalam
Permendag 8/2024. Penerbitan Permendag 8/2024 untuk memastikan kegiatan
perekonomian berjalan lancar Dalam pelaksanaannya, Permendag 8/2024
menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menaikkan importasi tekstil dan
produknya yang berakibat pada penurunan permintaan kepada industri lokal,
meningkatnya PHK pekerja, dan lesunya perdagangan domestik hingga tutupnya
perusahaan lokal. Komisi VI, VII, dan XI DPR RI melalui pelaksanaan fungsi
pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan, beserta Kementerian
Perindustrian dan Kementerian Keuangan, segera merevisi Permendag 8/2024
dengan mengetatkan regulasi impor, memberikan insentif bagi perusahaan lokal,
mengembangkan industri bahan baku dalam negeri, meningkatkan kualitas dan
kapasitas produksi industri dalam negeri, hilirisasi industri, menyeimbangkan
impor dan penguatan industri lokal, menguatkan pengawasan arus impor barang
serta harmonisasi Permendag 8/2024 dengan kebijakan sektor lainnya.
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Abstrak

Pendahuluan
Keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menjadi
perhatian berbagai pihak. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, membuka opsi revisi
Permendag 8/2024 yang merupakan perubahan ketiga Permendag Nomor 36 Tahun 2023
tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Achmad, 2025). Permendag 8/2024
menghapuskan persyaratan persetujuan teknis (pertek) beberapa komoditas impor termasuk
alat elektronik, obat tradisional dan suplemen, kosmetik, pakaian jadi, aksesoris pakaian, tas,
dan katup. Permendag ini untuk mengatasi penumpukan kontainer di pelabuhan utama
seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas akibat pertek yang diwajibkan
Permendag 36/2023 (Liman, 2024). 
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Permendag 8/2024 merupakan upaya relaksasi aturan impor untuk mengatasi
terhambatnya penyaluran bahan baku. Permendag ini menjadi dasar importasi barang
yang telah tiba di pelabuhan tujuan sejak 10 Maret 2024 sampai dengan berlakunya
Permendag 8/2024 pada 17 Mei 2024. 

Menurut Jerry Sambuaga saat menjabat Wakil Menteri Perdagangan, penerbitan
Permendag 8/2024 merupakan upaya untuk memastikan kegiatan perekonomian berjalan
lancar. Melalui Permendag 8/2024, pelaku usaha diberikan kemudahan sehingga
sejumlah komoditas yang dibutuhkan pelaku usaha tidak tertahan di sejumlah titik.
Permendag 8/2024 dimaksudkan untuk memberikan ketersediaan bahan baku industri
dan sebagai upaya melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam negeri
(“Wamendag: Permendag 8/2024…”, 2024). Permendag 8/2024 juga dinilai memberikan
manfaat positif untuk peningkatan daya saing produk dalam negeri dengan mendorong
industri manufaktur meningkatkan kualitas produknya dan pembukaan peluang usaha
baru dengan memberikan kemudahan impor bahan baku bagi UMKM (“Permendag No.
8..., 2024).

Permendag 8/2024 juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri dengan
memberikan pembatasan impor tekstil melalui kuota impor dan penetapan bea masuk.
Berdasarkan teori Kemanfaatan atau Utilitarianisme dari Jeremy Bentham, suatu
kebijakan pemerintah harus memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dengan tujuan
menyejahterakan masyarakat. Kebijakan pemerintah diharapkan memberikan dampak
positif kepada masyarakat dengan cara mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan, dan
keadilan dari kebijakan tersebut (Noorsanti & Yudhanti, 2023). 

Dampak Positif Pengaturan Impor dalam Permendag 8/2024

Penerbitan Permendag 8/2024 mempermudah masuknya impor barang jadi ke Indonesia   
sehingga pasar lokal dibanjiri barang impor dan produk dalam negeri kalah saing. Hal
tersebut mengakibatkan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Wakil Menteri
Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menyampaikan bahwa setidaknya 60 perusahaan
di sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berpotensi melakukan PHK yang diduga
dampak regulasi Permendag 8/2024 yang tidak mendukung kinerja industri tekstil
domestik (“Permendag Nomor 8…”, 2024).

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menilai Kementerian Perdagangan
kurang siap dalam merumuskan kebijakan impor. Hal ini terlihat dari Permendag
36/2023 yang mengalami tiga kali perubahan selama tahun 2024. Dalam situasi global
yang tidak menentu dan tantangan lingkungan yang parasitik serta ekstraktif, kebijakan
perlu dipertimbangkan secara matang sebelum diterapkan (Anggraeni, 2024). Menyikapi
permasalahan tersebut, tulisan ini akan membahas dampak positif dan negatif pengaturan
impor dalam Permendag 8/2024.
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Pengaturan kegiatan perdagangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2024 tentang Perdagangan, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional serta penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri.
Demikian pula kebijakan impor yang diatur dalam Permendag 8/2024 sebagai
pelaksanaan dari UU Perdagangan, harus memberikan peningkatan perekonomian
nasional dan perdagangan produk dalam negeri.

Dampak Negatif Pengaturan Impor dalam Permendag 8/2024
Kebijakan impor dalam Permendag 8/2024 yang seharusnya memberikan kemanfaatan
bagi masyarakat, dalam penerapannya membawa berbagai dampak negatif antara lain,
pertama, di sektor industri TPT, importasi TPT mengalami kenaikan tajam. Badan Pusat
Statistik menyatakan industri TPT, hingga November 2024, mengalami kenaikan impor
sebesar 5,84% secara tahunan, sebanyak 1,96 juta ton atau sebesar US$8,07 miliar
(Izzuddin, 2024). Hal ini mengakibatkan permintaan kepada industri kecil menengah
konveksi mengalami penurunan dan mencatatkan pertumbuhan negatif pada industri
tekstil dan pakaian jadi periode kuartal II-2024 (-0,03%), setelah pertumbuhan kuartal I-
2024 sebesar 2,64% (Yudha, 2024). 

Kedua, pada sektor ketenagakerjaan terjadi PHK pekerja akibat penurunan permintaan
kepada industri lokal. Emmanuel Ebenezer menyatakan 80.000 pekerja terkena PHK
sejak Januari hingga Desember 2024. Pengusaha dan serikat pekerja mengeluhkan
bahwa Permendag 8/2024 menjadi penyebab PHK karena memudahkan impor bahan
jadi (Nugraheny, 2024). Bahkan, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang
Filament, Redma Gita Wirawasta, menyatakan bahwa 60 perusahaan tekstil yang telah
tutup dalam dua tahun terakhir memicu PHK sebanyak 250.000 karyawan (Nurdifa,
2024).

Ketiga, kelesuan sektor perdagangan domestik hingga banyak perusahaan lokal tutup
karena minimnya pembeli. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Mirah
Sumirat, mengungkapkan Permendag 8/2024 membuka peluang masuknya barang impor
yang bisa diproduksi dalam negeri sehingga pasar Indonesia dibanjiri produk impor
dengan harga yang lebih murah dari barang lokal di Indonesia. Dampak terbesar di sektor
industri tekstil dan alas kaki sebagai sektor padat karya yang menampung jumlah besar
pekerja/buruh (Nugraheny, 2025).

Berbagai dampak negatif penerbitan Permendag 8/2024 menunjukkan urgensi revisi
terhadap peraturan tersebut. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam revisi Permendag
8/2024, yaitu pertama, pengetatan regulasi impor, khususnya produk yang bisa diproduksi
dalam negeri. Upaya ini untuk menjaga daya saing produk lokal dan melindungi sektor
industri domestik dari tekanan barang impor yang lebih murah. Kedua, pemberian
insentif bagi perusahaan lokal termasuk UMKM, seperti subsidi atau fasilitas perpajakan
yang lebih berfihak pada peningkatan  daya saing dan kemampuan produksi dalam negeri.
Ketiga, pengembangan industri bahan baku dalam negeri atau penguatan kerja sama
dengan pemasok lokal agar perusahaan tekstil tidak bergantung pada impor bahan baku
(Nadeak, 2024). 
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Keempat, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi industri dalam negeri, termasuk
produksi substitusi impor, melalui investasi pada teknologi dan pelatihan tenaga kerja
agar mampu bersaing dengan barang impor. Kelima, hilirisasi industri untuk
meningkatkan nilai tambah dari bahan baku atau produk setengah jadi menjadi produk
akhir yang lebih bernilai. Keenam, kebijakan impor yang mendukung strategi penguatan
ekonomi lokal dengan memastikan keseimbangan kebutuhan barang impor dengan
penguatan industri lokal. Ketujuh, penguatan pengawasan arus impor untuk memastikan
produk impor sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Kedelapan, harmonisasi
Permendag 8/2024 dengan kebijakan sektor lainnya, seperti industri, fiskal, dan
perdagangan internasional demi keberlanjutan relaksasi impor dan pelindungan industri
dalam negeri. 
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Penerbitan Permendag 8/2024 sebagai bentuk relaksasi aturan impor harus memberikan
manfaat positif bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Permendag 8/2024
memberikan berbagai dampak negatif, antara lain kenaikan tajam importasi TPT,
penurunan permintaan kepada industri lokal, peningkatan PHK pekerja, dan lesunya
perdagangan domestik hingga penutupan perusahaan lokal. Dengan berbagai dampak
negatif tersebut, urgen untuk melakukan revisi terhadap Permendag 8/2024. 

Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi XI DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan
perlu mendorong Kementerian Perdagangan, berkolaborasi dengan Kementerian
Perindustrian dan Kementerian Keuangan, untuk segera melakukan revisi terhadap
Permendag 8/2024 dengan memerhatikan pengetatan regulasi impor, pemberian insentif
bagi perusahaan lokal termasuk UMKM, pengembangan industri bahan baku dalam
negeri, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi industri dalam negeri, hilirisasi
industri, keseimbangan impor dan penguatan industri lokal, penguatan pengawasan
impor serta harmonisasi Permendag 8/2024 dengan kebijakan sektor lainnya. Perubahan
Permendag 8/2024 diharapkan menciptakan iklim ekonomi lebih sehat, berkelanjutan,
mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat ekonomi nasional.
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